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. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Kepala Daerah
menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada
Standar Akuntansi Pemerintahan

. Bahwa Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun |

2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah |
Kabupaten Pasaman Barat perlu disempurnakan dan
disesuaikan dengan implementasi dalam pelaksanaaan'
praktek-praktek akrual di SKPD

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dnnaksud]

dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan
Peratwran Bupati tentang perubahan keempat atas!
Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2014,
tentang Kebijakan Akuntansi yang berlaku untuk
penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2018 :

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaga Negara Republik Indoensia Tahun 2003
Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286j;

. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentan

Pembentukkan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok*
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumate
Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 d;:]
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348};

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentanJ

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Taun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Ne@m

Republik Indonesia Nomor 4355] ]
I




4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400)

5. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Pedoman  penerapan  Standar  Akuntansi
Pemerintahan Berbasis akrual pada Pemerintah daerah

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang
Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas
Pemerintah Pusat

oo

i

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/ KMK.06/2015 |

tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasu |
< _ Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwnijud pada Entitas

Pemerintah Pusat |

|
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MEMUTUSEKEAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS |
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NCMOR 16 TAHUN |

2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH |

DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT |

l

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupat
Pasaman Barat Ncomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah diubah sebagai berikut : |
1. Lampiran XXII Akuntansi Aset Lainnya pada Peraturan
Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2014 diubah
sebagian yaitu:
a. Point Il Klasifikasi Paragraf 6 uraian tentang Aset Tidak
Berwuijud diubah rinciannya yang terdiri dari:
1) Software Komputer
2) Lisensi
3) Waralaba (Franchise)
4) Hak Cipta
5) Hak Paten
6) Hsk Ekonomi
7) Perlindungan Varietas Tanaman
8) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

b. Point IV Pengakuan Paragraf 12 ditambah dengan point {
yaitu :




Waralaba (Franchise) adalah perikatan yang salah satu
pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau
menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau
pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain
dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang
ditetapkan -oleh pihak lain tersebut dalam rangka
penyediaan dan atan penjualan barang dan jasa.

. Point VI Amortisasi Paragrai 20 diubah menjadi :

Amortisasi atas Aset Tak berwujud dapat diklasifikasikan

kepada:

1) Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat
terbatas

2) Aset Tak berwujud memiliki masa maniaat terbatas
yang terdiri dari:

a) Aset yang diklasifikasikan sebagai aset tak
berwujud yvang memiliki masa manfaat dari hasil
perikatan yaitu berasal dari pengadaan barang dan
jasa dimana dalam ketentuan perikatan kontraknya
membunyikan umur masa manfaat atas aset yang
dihasilkan tersebut atau berdasarkan atas
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengaturnya tersendiri contoch adalah master plan
kawasan wisata air bangis, RDTR dan Penzoningan
wilayah, studi kelayakan, RISPAM dimana dalam
proses pengadaan/ kontrak telah dietar masa
manfaatnya pada salah satu pasal perjanjiannya.

b) Aset tak berwujud yang belum ditetapkan dalam
kontralaiya besaran masa manfaatnya diatur

sebagai berikut :
No Uralan M‘g:;;ﬁa‘
1. |Software Komputer 4
2. |Lisensi 10
3. |Franchise 5
4. {Hak Ciota 25
S. JHzk Paten 10
6. |Hak Ekonomi 20
7. |Perlindungan Varictas Tanaman 20
8. |Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 10




Pasgal 2

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar

armrmtalls

setiap OIT&Ig .u'.;:.b..,ta}":.. nya dan memcrinangan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Snppang Empat
Pada "‘az‘.ggﬂ ¥ (,,,_Tvbﬂ 2018
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Diundangkan di : Simpang Empat
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